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PUTUSAN
NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

o ) pan )l A any

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara:
PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan
Toko), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat,

Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tour
Guide), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
alamat Jalan Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 23 Maret 2017
yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung
dengan nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 23 Maret 2017 telah
mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada
tanggal 14 Agustus 1999 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan
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Denpasar Barat dengan kutipan akte mnikah nomer : 172/16/VIII/99
tertanggal 14 Agustus 1999.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama
di Denpasar selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah di Kuta sampai
sekarang.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang
anak bernama :

- Marissa Audina, perempuan lahir tanggal 11 Maret 2000
- Rama Raditya Ahmad, laki-laki lahir tanggal 22 November 2006

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak
tahun 2013 yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

- Tergugat jarang memberi nafkah batin;

- Tergugat hampir tidak ada waktu untuk keluarga dengan alasan kerja;
- Tergugat tidak jujur dan transparan dalam hal pekerjaan;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
bulan April 2016 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah
ranjang (hampir 2 tahun) sampai sekarang.

6. Bahwa hingga sekarang penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
melakukan hubungan layaknya suami istri

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga pengugat
untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun
usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga
penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan
penggugat labih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa penggugat sanggup membayar perkara.

10.Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa
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perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
penggugat (PENGGUGAT)

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan hokum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

telah hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat dan
Tergugat tetap melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah
tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah
memberikan penjelasan tentang mediasi dan prosedurnya kepada kedua belah
pihak, kemudian kedua belah pihak menyerahkan kepada majelis Hakim untuk
memilih mediator dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Hapsah, S.H.I.

mediator Pengadilan Agama Badung.

Bahwa Mediator telah mengupayakan mediasi antara Penggugat dan

Tergugat pada tanggal 02 Mei 2017 dan upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan
Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat dengan tambahan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Nanik pada
tahun 2013 dan Penggugat tahu dari melihat foto Tergugat berduaan
dengan wanita tersebut;

- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat

dengan alasan sibuk kerja sebagai pemandu wisata;
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- Bahwa Tergugat hamper tidak ada waktu untuk keluarga dengan alasan
kerja karena Tergugat sejak tahun 2013 pulang kerja jam 12 malam
sampai jam 2 dini hari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami istri tahun
2015 dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat pada tahun 2013 karena Tergugat berselingkuh dengan Nanik
namun perselingkuhan tersebut sudah putus tahun 2014;

- Bahwa benar Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat
karena capek pulang kerja;

- Bahwa benar Tergugat selalu pulang kerja dini hari karena selesai kerja
Tergugat kumpul dulu dengan komunitas driver;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat terakhir berhubungan suami istri
tahun 2015;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya
tetap pada dalil gugatan Penggugat semula, demikian juga Tergugat
mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti

berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Partisipasi karma Tamiu Desa Adat Kuta atas
nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Banjar Anyar Desa Adat Kuta,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor : 172/16/VIII/1999 tanggal 14 Agustus 1999 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota

Denpasar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Maijelis diberi tanda P.2;

B. Saksi
1. SAKSI |, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Denpasar Utara, Provinsi Bali, yang dalam
persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yag telah
dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kusuma
Dewi dan sekarang di Kuta;

- Bahwa Saksi tahu awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-
baik saja namun sejak 2014 mulai tidak harmonis dan sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa Saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita
Penggugat disamping setiap acara keluarga Tergugat tidak pernah
hadir bersama dengan Penggugat;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat ternyata Tergugat berselingkuh
dengan perempuan bernama Nanik dan Penggugat pernah
menunjukkan foto Tergugat bersama seorang perempuan sambil
berpelukan di mobil pada awal tahun 2017;

- Bahwa Penggugat pernah cerita Tergugat jarang ada di rumah dan
kalau pulang kerja dini hari setelah itu paginya berangkat lagi;

- Bahwa Saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan waktu itu
Tergugat pulang jam 2 dini hari ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah
namun berdasarkan cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan
Tergugat sudah 2 tahun tidak berhubungan suami istri;

- Bahwa penyebab tidak berhubungan karena Tergugat jaang di
rumah;

- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
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2. SAKSI Il, umur 31 tahun, agama lIslam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Denpasar Selatan Kota Denpasar, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Kuta;

- Bahwa Saksi dua kali dalam setahun datang ke rumah Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja
namun pada pertengahan 2016 Tergugat dating ke rumah Saksi dan
menyatakan baru saja bertengkar dengan Penggugat tanpa bercerita
penyebabnya;

- Bahwa pada pertengahan 2016 juga Penggugat menunjukkan
kepada Saksi foto Tergugat bersama perempuan lain sambil bercerita
bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat;

- Bahwa Penggugat juga cerita Tergugat seing pulang larut malam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

- Bahwa Saksi pernh memberi saran kepada Tergugat namun tidak
berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat tidak
keberatan dan membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada
gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat telah
mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori
perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan
absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan
dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
dalam setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi telah dilaksanakan dengan mediator
Hapsah, S.H.l., Hakim Pengadilan Agama Badung, namun ternyata gagal
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai
disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 yang disebabkan Tergugat
berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nanik, Tergugat jarang
memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan sibuk kerja
sebagai pemandu wisata, Tergugat hampir tidak ada waktu untuk keluarga
dengan alasan kerja karena Tergugat sejak tahun 2013 pulang kerja jam 12
malam sampai jam 2 dini hari; antara Penggugat dan Tergugat terakhir
berhubungan suami istri tahun 2015 dan tidak pernah melakukan hubungan
suami istri sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat
mengakui berselingkuh dengan Nanik namun sudah putus sejak tahun 2014,
Tergugat mengakui tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sejak
tahun 2015 sampai dengan sekarang, Tergugat mengakui jarang memberi
nafkah batin kepada Penggugat karena capek pulang kerja, Tergugat selalu
pulang kerja dini hari karena selesai kerja Tergugat kumpul dulu dengan

komunitas driver, bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
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Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak
mengajukan replik sehingga Tergugat pun tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui tentang adanya
pertengkaran dan beberapa penyebabnya maka dalil gugatan Penggugat yang
diakui dan diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara
sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti
yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya
pertengkaran beserta penyebabnya, namun untuk menghindari adanya
penyelundupan hukum dan persepakatan dalam perceraian, sebagaimana
pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka Majelis
hakim berpendapat Penggugat harus tetap membuktikan dalil gugatannya dan
alasan perceraian Penggugat harus diperiksa agar menjadi jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat
sebagaimana amanat Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis
berupa P-1 dan P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut berupa fotokopi
bermeterai cukup dari akta otentik serta telah memperlihatkan aslinya, maka
Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti
Penggugat bertempat tinggal di Banjar Anyar, Kecamatan Kuta Kabupaten
Badung yang merupakan wilayah yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan
Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti antara
Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum
bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Penggugat telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat,

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan atas
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pengetahuan para saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi

(vide Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg), demikian juga keterangan saksi-

saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat

materiil saksi. Oleh karenanya keterangan kedua saksi Penggugat tersebut
dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama
Nanik, Tergugat jarang ada di rumah dan Tergugat bila pulang kerja dini hari
sehingga Tergugat jarang hadir pada acara-acara keluarga;

Menimbang, bahwa kedua saksi sering menasehati Penggugat maupun
Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun Penggugat
berkeras ingin bercerai. Meskipun demikian upaya damai dari pihak keluarga
belum dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang
ternyata dilihat langsung oleh saksi-saksi dan saling bersesuaian satu dengan
lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon,sehingga secara
materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg dengan
demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam
pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, telah
ternyata apa yang didalilkkan oleh Penggugat terbukti oleh karenanya menjadi
fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim
menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus sejak 2013 sampai sekarang;

- Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat
berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nanik dan Tergugat jarang
ada di rumah dan kalau pulang kerja pergi pagi hari pulang dini hari;

- Bahwa saksi-saksi sudah sering memberikan nasehat baik kepada

Penggugat atau Tergugat namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum
tersebut diatas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah
tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan
bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar yang
disebabkan sikap Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama
Nanik dan hal itu diakui secara tegas oleh Tergugat, dan hal tersebut tentu saja
menyakitkan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang jarang ada di rumah dan pulang
kerja pada dini hari secara tidak langsung memicu pertengkaran lainnya karena
hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa
berhubungan suami istri. Meskipun Penggugat sudah berusaha untuk
merekatkan hubungan dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau
melakukan hubungan suami istri dengan alasan capek pulang kerja. Tentu saja
hal tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
semakin renggang. Hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama menjadikan
Penggugat merasa tidak sanggup hidup rukun dengan Tergugat sehingga
sering terjadi perselisihan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan
tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai,
ditambah lagi dengan melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi untuk
melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan jika tetap dipaksakan
untuk menyatukan mereka, maka akan menyebabkan tekanan batin yang
berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage)
dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana
yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
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Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il
halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang

berbunyi:

o o

OS5 z sl Gl yie) sl da g3l Ay aldll (A W) e citd 1)
of alll Jac g Lagllial (5 pdiall ol 5 daa (3lay Laa £l2yY)
AL dalls Leall Lagin ~Sla!

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau
karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi
diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak
mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada
istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum,
oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat menikah
dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kuta Kabupaten Badung dan
kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan
Agama Badung yang terdiri dari Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua
Majelis, Ema Fatma Nuris, dan Noor Faiz, S.H.I masing-masing sebagai
anggota maijelis pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 M bertepatan dengan
tanggal 20 Sya’ban 1438 H, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh
hakim-hakim anggota majelis, dengan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah

sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
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Ketua Majelis

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.
Anggota Majelis Anggota Majelis

Ema Fatma Nuris, S.H.I Noor Faiz, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-
Biaya proses :Rp. 60.000,-
Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
Biaya redaksi :Rp. 5.000,-
Biaya materai :Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)
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